INSTRTUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN I999/2OOO
MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : 
a. bahwa dalam rangka tercapainya sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah yang bertumpu pada kebutuhan riil Daerah serta sejalan dengan makna Reformasi yang terkandung dalam hasil-hasil Sidang Istimewa MPR Tahun 1998, maka APBD Tahun Anggaran 1999/2000 perlu disusun dengan memperhatikan kerangka kebijaksanaan Pemerintah dalam Tahun Anggaran 1999/2000;

b. bahwa unTuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pencapaian sasaran pembangunan di Daerah, maka kebijaksanaan Pemerintah sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 1999/2000;

Mengingat : 
1. Undang-undangNomor 5 Tahun 1974tentangPokok-pokok PemerintahanDi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan LembaranNegaraNomor 3037);

2. Peraturan Pernerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungiawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan, Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 
1.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia


2.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Untuk   :
PERTAMA
:
Menetapkan petunjuk-petunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran Instruksi ini yaitu :

1. Lampiran I Pokok-pokok Kebijaksanaan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.

a. Lampiran II Petunjuk Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000. 

Sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.

KEDUA 
:
Mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Daerah untuk terciptanya keserasian dan keselarasan pencapaian sasaran diberbagai sektor pembangunan, dalam mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi Daerah dan memenuhi tuntutan masyarakat guna melakukan perubahan-perubahan di segala bidang serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

KETIGA 
:
Menetapkan APBD Tahun Anggaran 199912000selambat­lambatnya pada bulanMaret 1999.

KEEMPAT
:
Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungiawab.

KELIMA
:
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 11 Pebruari 1999

MENTERI DALAM NEGERI
SYARWAN HAMID
TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth;
1.
Presiden Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan); 
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta; 
3. MENKOWASBANG dan PAN Republik Indonesia,di Jakarta; 

4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta; 
6. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, di Jakarta; 
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta; 
8. SETJEN,IRJEN,Para DIRJEN dan KABAN di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

